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A. Pendahuluan
Daniel Zuchron (2016) menyampaikan dalam Seminar Nasional Tahun 2017 bahwa aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ini diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi; “untuk mewujudkan tujuan negara maka diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki sikap netral dan bebas dari segala macam politik.” Peran aparatur sipil negara pada pemilihan umum hanya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas melalui pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik yang bersifat netral dan bebas dari intervensi politik (UU 5/2014; Pasal 12). 
Pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas atau netral, rahasia, jujur, dan adil. Netralitas yang dimaksud oleh Muhammad Halwan Yamin (2013) adalah perilaku yang tidak memihak atau tidak terlibat dalam masa kampanye, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Namun apabila seorang aparatur sipil negara aktif menjadi pengurus partai politik, maka ia harus mengundurkan diri (Sri Hartini:2009). Lebih lanjut Tedi Sudrajat (2016) mengatakan bahwa konsep netralitas masih dirasakan belum sepenuh hati terlaksana, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 hanya melarang ASN menjadi anggota atau pengurus partai politik.			Permasalahan yang sering muncul pada berita kicaunews.com (2019) adalah masih  banyaknya ASN   yang   melakukan 

politik tanpa disengaja pada pemilihan umum tahun 2019, yang terbukti ada yang memberikan dukungan pada salah satu peserta pemilihan umum legislatif dan/atau eksekutif, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam pada media sosial, meliputi pernyataan sikap, memberi like dan komentar, foto bersama atau menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan atribut pegawai negeri sipil atau simbol yang sama dan identik dengan yang digunakan peserta, serta melakukan perbuatan lainnya yang telah dilarang dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Permasalahan ini diantisipasi oleh kehadiran komisi aparatur sipil negara yang memiliki salah satu tugas penting yaitu menjaga netralitas ASN dan manajemen ASN dalam pelaksanaan pemilihan umum (politik), dengan cara mengadakan kampanye publik bertemakan “ASN Netral, Birokrasi Kuat Dan Mandiri.” Komisi aparatur sipil negara dalam presentasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2015) adalah lembaga non-stuktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Senada dengan penjelasan di atas, didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurniawan (2016) bahwa PNS dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati 2012 di Kabupaten Pati tidak netral, karena PNS memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati, mereka membantu dari luar Tim Sukses dengan membentuk jejaring dari dinas, kecamatan hingga ke desa. Ketidaknetralan PNS dalam memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati didasari atas berbagai motif, meliputi motif ekonomi, motif sosial, motif budaya, motif etika, motif intimidasi, motif nepotisme, motif karir, dan motif balas budi.



B. Peran ASN dalam Kebijakan Publik
Ada beberapa kebijakan publik yang menjabarkan peran aparatur sipil negara dalam pemilihan umum, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Pasal 1, 2, 3, 5, 9, dan 12).
Aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN dalam menyelenggarakan kebijakan dan manajemen harus berlandaskan asas salah satunya adalah netralitas, terutama pada pemilihan umum. Peran ASN dalam undang-undang ini terlihat pada kode etik dan kode perilaku yang mengharuskan ASN untuk melaksanakan tugas dengan: jujur,bertanggungjawab, berintegrasi tinggi, cermat, disiplin, sesuai dengan peraturan berlaku, perintah atasan yang tidak bertentangan dengan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan kebijakan negara, dan tidak menyalahgunakan informasi maupun jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, netral, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Pasal 2, 280, 494, dan 521)
Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran ASN dalam undang-undang ini adalah meninggalkan larangan dan menjalankan sanksi dalam pemilihan umum. Pada proses kegiatan kampanye pemilihan umum dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, kepala desa dan perangkatnya, sanksi yang harus dijalankan adalah pidana paling lama dua tahun dan bayar denda paling banyak Rp. 24.000.000,-. Selanjutrnya, pegawai ASN dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilihan umum, sanksi yang harus dijalankan adalah pidana paling lama satu tahun.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Pasal 1, 4, dan 7)
Disiplin PNS adalah kesanggupan mereka dalam menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang apabila dilanggar maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin memiliki tingkatan yaitu hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis; hukuman disiplin sedang meliputi penundaan kegiatan administratif selama satu tahun; serta hukuman disiplin berat meliputi penurunan pangkat selama tiga tahun, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Peran ASN disini adalah dilarang untuk memberikan dukungan kepada peserta pemilihan umum dengan cara ikut serta, menjadi peserta, maupun sebagai peserta dalam kampanye.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 (Pasal 4)
Peraturan ini dilkeluarkan karena belum ada terdapat payung hukum yang memadai mengenai pengawasan netralitas pegawai ASN. Peran ASN dalam peraturan ini adalah menjadi objek yang akan diawasi oleh pengawas pemilihan umum, meliputi tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pamilu selama masa kampanye, dan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilihan 

C. Sikap Netral ASN Dalam Pemilu
Komisi Aparatur Sipil Negara (2018) menjelaskan bahwa netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang professional, sehingga konsep ini berkaitan dengan 4 hal, meliputi: kegiatan politik, penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, dan manajemen ASN.
Herdiansyah Hamzah (2018) menjelaskan bahwa pada konteks pemilihan umum, prinsip atau sikap netral aparatur sipil negara selalu menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, karena adanya kekhawatiran akan keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon. Tetapi seharusnya kaberpihakan ini tidak dinyatakan secara terbuka, sehingga cenderung menjadi bentuk “kampanye”. Pada prinsipnya ketentuan mengenai etika dan norma terkait netralitas ASN dalam pemilihan umum berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang boleh dilakukan. Melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2017) tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pileg 2019, dan pilpres 2019.  Surat ini dikategorikan sebagai peraturan kebijakan yang didasari oleh asas kebebasan bertindak yang ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu sikap yang bersifat umum dan tidak boleh melabrak peraturan perundang-undangan yang ada.
Muhammad Halwan Yamin (2013) menjelaskan bahwa netralitas ASN sangat dibutuhkan dalam proses pemilu, karena ASN merupakan pelayan publik yang berdiri secara bebas tanpa harus memihak. Meskipun demikian keikutsertaan ASN dalam kampanye tidak dilarang, sebagaimana dinyatakan Herdiansyah Hamzah (2018), bahwa kehadiran ASN dalam kampanye pasangan calon diperbolehkan dengan beberapa catatan: ASN tidak boleh menjadi panitia dalam kegiatan kampanye tersebut, tidak mengkampanyekan pasangan calon, tidak menggunakan atribut, tidak terlibat dalam mobilisasi dan pengerahan massa, tidak berfoto bersama dengan pasangan calon, tidak mengunggah foto kegiatan kampanye pasangan calon ke media online dan medsos, dan kegiatan lain yang mengindikasikan dukungan kepada pasangan calon.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap netral ASN dalam pemilu sangat penting karena tidak ada keberpihakan kepada salah satu calon pasangan pada saat kampanye, hal ini berguna agar kode etik dan kode perilaku ASN dapat terjaga dengan baik. 

D. Rekomendasi Kebijakan
Guna menjamin pengembangan karir berbasis meritokrasi dapat berjalan dengan dengan baik, maka ada beberapa strategi yang perlu dilakukan yaitu:
a. Jabatan Karier tertinggi dalam birokrasi dijadikan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian
Kooptasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah, tidak terlepas dari jabatan politis kepala daerahnya. Konsekuensinya, seorang kepala daerah sebagai pejabat politis sekaligus PPK seolah belum dapat memisahkan antara kepentingan politis dengan pengelolaan kepegawaian secara profesional, khususnya dalam hal penempatan dan pengangkatan pegawai pada jabatan tertentu.
Perlu ada revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dipegang oleh jabatan karier tertinggi dalam birokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Sekretaris Daerah sebagai karier tertinggi dalam birokrasi seharusnya dijadikan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Selain diasumsikan lebih mengerti tentang tata kelola atau manajemen kepegawaian, pejabat birokrasi juga tidak berafiliasi pada kepentingan politis, sehingga tidak ada lagi kesan “ganti kepala daerah, maka ganti pejabat (timses) ”.

Harapannya, intervensi politis dalam pengelolaan kepegawaian dapat diminimalisir. Selain itu, netralitas dari ASN itu sendiri dapat lebih terjaga, ASN tidak berafiliasi pada kelompok atau golongan tertentu, karena pengangkatan pegawai dalam jabatan bukan atas dasar “loyalitas” atau “kedekatan” belaka.

b. Penguatan peran KASN di Daerah

Kehadiran KASN ini tentu menjadi harapan dalam upaya pembenahan pengelolaan kepegawaian yang bersifat strategis dan fundamental di Indonesia. KASN berperan penting dalam menegakkan prinsip imparsial untuk mencegah politisasi di birokrasi khususnya bagi level pimpinan tinggi. Hal ini terlihat dalam peran KASN sebagai pengawas dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Faizal (2017) mengemukakan pentingnya KASN, yaitu: 1) Keberadaan KASN sangat diperlukan ditengah-tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dari aparatur pemerintahan; 2) KASN memberikan perlindungan kepada PNS yang selama ini menjadi korban kesewenang-wenangan pejabat atasan; 3) Banyak pejabat struktural yang menduduki jabatan tanpa kompetensi serta kemampuan yang mumpuni sehingga prinsip the right man on the right place tidak pernah terwujud; 4) KASN menjadi penjaga gawang penerapan sistem merit; 5)  Baik dari sisi teori cost and benefit, dalam arti manfaatnya maksimal, tetapi dari sisi anggaran negara cukup hemat karena desain kelembagaannya ramping.
KASN memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini utamanya terkait SDM maupun sumber daya anggaran. Dilihat dari cakupan wilayah pengawasannya yang luas (instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia). Perlu penguatan peran KASN melalui peningkatan sumber daya sehingga mampu melakukan pengawasan penegakkan sistem merit secara lebih masif dan efektif khususnya di daerah. Diperlukan agen-agen pengawasan sistem merit di daerah sebagai kepanjangan tangan dari KASN. Bahkan ke depan, diperlukan kantor-kantor regional KASN di daerah (provinsi) untuk meningkatkan keterjangkauan pengawasan KASN.

c. Penyusunan dan pelaksanaan pola karier dan manajemen talenta
UU 5/2014 mengamanatkan pola karier PNS sebagai salah satu aspek penting manajemen ASN. Dalam Pasal 71 ayat (1) UU ASN disebutkan bahwa: Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. Selanjutnya di ayat (2) disebutkan: Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional. Dari klausul tersebut secara eksplisit jelas dinyatakan, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan menyusun pola karier PNS di lingkungan instansinya masing-masing dan terintegrasi dengan pola karier PNS secara nasional.
Keterangan :
· Poin A berisi topik yang dibahas, akar permasalahan, dan mengapa penting untuk dibahas 
· Poin B dan C dapat menyesuaikan dan ditambah poin-poinnya. Poin B dan C merupakan bagian Deskripsi masalah yang berisi penjelasan permasalahan secara spesifik serta analisis masalah menyangkut apa, dimana, siapa, mengapa dan dampak permasalahan

(Perhatikan susunan Daftar Pustaka, yaitu Buku, Jurnal, Dokumen (paparan/dokumen instansi), Peraturan perundang-undangan, website).
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